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dan merugikan konsumen PT. X karena konsumen tidak mendapatkan 

informasi yang jelas mengenai kenaikan harga baru yang ditentukan oleh 

PT. X. Selain itu, ketika kenaikan harga sepihak terjadi konsumen PT. X 

dituntut untuk tunduk pada kenaikan harga sepihak secara tiba-tiba tanpa 

ada informasi yang jelas pada perjanjian baku yang disepakati oleh PT. X 

dan Konsumen PT. X. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dalam analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas kenaikan harga 

layanan internet “PT. X” yang tidak diatur dalam perjanjian baku berdasarkan 
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undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adapun 

beberapa kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut: 

 

a. Sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 

ayat 3 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang   

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. Dapat disimpulkan “PT. X” merupakan 

suatu badan usaha yang bergerak pada penyedia jasa layanan internet yang 

dipasarkan pada masyarakat Negara Indonesia. “PT. X” juga merupakan 

perusahaan yang sah secara hukum berdiri di Negara Indonesia dalam 

menyelenggarakan kegiatan usaha, pemakai jasa layanan internet dari PT. X 

dapat diklasifikasikan sebagai konsumen, khususnya konsumen akhir yang 

mana konsumen akhir ini adalah pemakai barang dan/atau jasa baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindugan Konsumen 

yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

 

b. Berdasarkan substansi Perjanjian Baku “PT. X” Terhadap konsumen Jasa 

Layanan Internet. 

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa 

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak 

terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan 

perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 

Dalam kasus “PT. X”, pihak “PT. X” mengeluarkan perjanjian baku 
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meliputi beberapa ketentuan dan persyaratan yang diajukan kepada pihak 

konsumen jasa pelayanan internet, perjanjian baku yang diajukan “PT. X”. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab analisis perjanjian baku, 

secara umum perjanjian baku mempunyai bentuk kerugian bagi salah satu 

pihak, dimana dalam kasus ini yang dirugikan merupakan konsumen 

pelayanan jasa internet “PT. X”, dan terdapat beberapa Pasal syarat dan 

ketentuan “PT. X” yang merugikan konsumen sebagai berikut: 

a) Pasal 5 angka 8 dan 9 menyatakan bahwa: 

 “PT. X” tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan 

dan/atau kualitas informasi-informasi yang disalurkan melalui 

layanan “PT. X”. 

 “PT. X” tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian 

PELANGGAN atau pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan 

pengguna jasa “PT. X” 

 

Dalam kedua pasal ini pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab atas 

kebenaran, kerahasiaan, atau kualitas informasi-informasi yang disalur 

melalui layanan PT. X dan mengalihkan tanggung jawab atas kerugian-

kerugian pelanggan atau pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan 

pengguna jasa PT. X.  

b) Pasal 8 angka 2 menyatakan bahwa: 

 PELANGGAN selama periode pertama tidak diperkenankan 

untuk menurunkan kapasitas.  

Dalam pasal tersebut pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku 

usaha tidak memperkenankan penurunan kapasitas selama periode 

pertama berakhir. Dalam pernyataan pelaku usaha tersebut 

terdapat unsur klausula baku yang dilarang sebagaimana di atur 

pada Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi menolak 

penyerahan kembali  barang yang dibeli konsumen. 

c) Pasal 9 angka 3 menyatakan bahwa: 
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 Apabila layanan “PT. X” dihentikan, dengan sebab apapun 

sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak periode pertama 

ataupun perpanjangannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, 

PELANGGAN berkewajiban melunasi sisa biaya bulanan pada 

periode tersebut, ditambah dengan biaya pembongkaran fasilitas 

“PT. X” yang terpasang. 

Dalam Pasal tersebut PT. X melakukan klausula baku yang 

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, larangan yang dilakukan tersebut 

terdapat pada Pasal 18 angka 1 huruf a dan huruf f. PT. X sebagai 

pelaku usaha telah mengalihkan tanggung jawabnya kepada 

pelanggan PT. X sebagai konsumen, karena konsumen tetap 

dibebankan pembayaran sampai dengan jangka waktu kontrak 

berakhir walaupun kontrak tersebut dibatalkan pada masa-masa 

pertengahan kontrak tersebut berjalan. Hal ini tentu melemahkan 

konsumen karena konsumen akan rugi sebab ketika mereka hanya 

menggunakan layanan internet dengan jangka waktu dua bulan, 

lalu konsumen membatalkan kontraknya konsumen tetap harus 

membayar penuh layanan internet sampai 6 bulan secara tunai 

dan sekaligus.  

 

Dalam analisis substansi perjanjian baku PT. X, Pasal-Pasal di atas 

menunjukan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. X  

terhadap Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dengan mencantumkan klausul-klausul yang 

merugikan pihak Konsumen. Seharusnya pada perjanjian PT. X 

memberikan perjanjian baku dimana perjanjian tersebut dibuat dengan 

sebijak-bijaknya dengan  mempertimbangkan kepentingan konsumen. 

 

c. Dalam perjanjian baku antara PT. X dan Konsumen PT. X, pelaku usaha 

telah melakukan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 



73 

 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dalam klausula baku 

antara PT. X dan konsumen PT. X tidak terdapat pengaturan mengenai 

kenaikan harga layanan internet secara mendadak dan tiba-tiba. Namun, 

ketika terdapat kenaikan harga internet PT. X secara tiba-tiba dan 

mendadak, konsumen PT. X tetap harus tunduk kepada peraturan harga baru 

tersebut tanpa ada kesepakatan dari pihak konsumen dan tanpa ada 

informasi yang jelas pada perjanjian baku sebelumnya mengenai kenaikan 

harga layanan internet tersebut. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengatur mengenai klausula baku yang dilarang dilakukan oleh pelaku 

usaha, larangan tersebut terdapat pada pasal 18 huruf g Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan 

bahwa: 

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada 

peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam 

masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.” 

 

Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa pelaku usaha dilarang untuk 

menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, 

lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dilakukan sepihak oleh pelaku 

usaha tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pelaku usaha dan 

konsumen. Menurut penulis dalam perjanjian klausula baku antara PT. X 

dan Konsumen PT. X, pelaku usaha telah melakukan klausuka baku yang 

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen karena dalam klausula baku antara PT. X dan konsumen PT. X 

tidak terdapat pengaturan mengenai kenaikan harga layanan internet secara 

mendadak dan tiba-tiba. Namun, ketika terdapat kenaikan harga internet PT. 

X secara tiba-tiba dan mendadak, konsumen PT. X tetap harus tunduk 
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kepada peraturan harga baru tersebut tanpa ada kesepakatan dari pihak 

konsumen dan tanpa ada informasi yang jelas pada perjanjian baku 

sebelumnya mengenai kenaikan harga layanan internet tersebut. 

 

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa PT. X dalam menjalankan kegiatan 

usahanya merugikan Konsumen karena tidak mengindahkan norma 

kepatutan seperti yang dijelaskan menurut KUHPerdata dan juga tidak 

memberikan informasi yang jelas terhadap Konsumen seperti yang 

dijelaskan pada UUPK, kedua hal tersebut dilihat dapat menimbulkan 

kerugian terhadap Konsumen PT. X dan dalam hal perjanjian baku layanan 

internet antara PT. X dengan konsumen PT. X tidak terdapat klausula 

mengenai kenaikan harga. Hal tersebut akan berdampak kepada konsumen 

dan merugikan konsumen PT. X karena konsumen tidak mendapatkan 

informasi yang jelas mengenai kenaikan harga baru yang ditentukan oleh 

PT. X. Selain itu, ketika kenaikan harga sepihak terjadi konsumen PT. X 

dituntut untuk tunduk pada kenaikan harga sepihak secara tiba-tiba tanpa 

ada informasi yang jelas pada perjanjian baku yang disepakati oleh PT. X 

dan Konsumen PT. X. 

 

2. Saran 

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai 

perlindungan terhadap konsumen atas kenaikan harga layanan internet “PT. X” 

yang tidak diatur dalam perjanjian baku berdasarkan Undang-Undang No 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dari itu penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya PT. X membuat perjanjian baku dengan itikad baik 

berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan UUPK dan juga 

mempertimbangkan kepentingan Konsumen agar tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan lagi terhadap perjanjian baku yang selalu melemahkan 

para Konsumen. 
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2. Seharusnya PT.X mencantumkan tentang kenaikan tarif pelayanan jasa 

Internet kepada para Konsumen yang dianggap sebagai tindakan 

merugikan para Konsumen jasa layanan PT. X seharusnya PT. X 

bertanggung jawab secara materil dalam arti memberi kompensasi berupa 

keringanan pembayaran kepada para Konsumen yang merasa dirugikan, 

dan pada kebijakan kedepannya PT. X harus memberikan pemberitahuan 

maupun kebijakan yang sifatnya bisa menjadi itikad baik dari PT.X itu 

sendiri. 
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